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Abstract

Article describes the benefits of corporate governance, with the implementation of good
corporate governance will improve the performance of the company, so the owner will get a
return on investment. Good corporate governance will reduce risk, improve profits and firm

value
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Abstrak

Artikel ini mendeskripsikan manfaat dari corporate governance, dengan implementasi corporate
governance akan meningkatkan kinerja dari perusahaan, sehingga pemiliknya akan memperoleh
return on investment. Tata kelola yang baik akan mengurangi risiko, meningkatkan keuntungan

dan nilai perusahaan.

Kata kunci: return on investment, corporate governance, turn on investment
PENDAHULUAN

Seseorang berusaha diawali dengan usaha yang kecil dikelolaan sendiri dan seorang
tersebut menjadi pemilik sekaligus manajer, perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga.
Dalam perjalanan waktu perusahaan akan makin berkembang, hal ini perusahaan semakin
membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pengembangan usahnya, dana dari
miliknya sendiri tidak memadahi. Dalam keadaan demikian perusahaan akan mencari solusi
pendanaan dari luar perusahaan, yaitu meminjam dari bank atau mengajak kerjasama dengan

orang lain yaitu dengan cara melepas saham di bursa efek (equity).

Perusahaan yang makin besar dengan menggunakan tambahan dana dari luar perusahaan,

akan menimbulkan konsekuensi baru yang segera muncul. Apabila dana didapat dari pinjaman
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bank, maka pihak bank akan menjadi kreditor yang mempunyai kepentingan dengan tingkat
pengembalian pinjaman. Jika kebutuhan dana dicukupi dari penerbitan saham, maka aka ada
investor yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan, terutama dengan pembagiaan dividen

dan perkembangan nilai perusahaan di pasar modal.

Selain permasalahan modal yang dihadapi oleh perusahaan, permasalahan tenaga
manajerial juga muncul, dimana pemilik sudah tidak mampu sendiri mengelola perusahan
tersebut, pemilik harus merekrut tenaga-tenaga yang profisional untuk nengisi jabatan manajerial
dalam struktur di perusahaan. Tenaga profisional ini adalah orang-orang yang akan mengelola

atau paling tidak membantu mengelola suatu perusahaan yamg dikenal dengan kaum eksekutif.

Dari kedua fenomena ini akan segera terlihat adanya pemisahan antara penyandang dana,
sebagai investor disatu pihak dan manajemen dipihak lain, atau telah terjadi pemisahan antara
investor yang sering disebut owner dengan pengelola perusahaan yang disebut manajemen
((Barle dan Meana, 1932). Pemisahan ini akan menimbulkan permasalahan, dimana pemilik
modal selalu menginginkan kinerja perusahaan yang baik, yang di ukur dengan tingkat
profitabilitas yang tinggi dan meningkatnya nilai perusahaan di pasar modal (kemakmuran
investor). Sedangkan manjemen sering mengutamakan kepentingannya sendiri (moral hazard),
ini terjadi karena manajer lebih banyak menguasai informasi yang ada dalam perusahaan

(asimetric information)

Kinerja perusahaan yang kurang baik disebabkan oleh banyak hal,(1) manajemen jujur
(amanah) tetapi tidak diberikan otoritas yang maksimal atau orang yang mengendalikan
perusahaan tidak mempunyai kapasitas yang memadahi. (2) para manajer tidak amanah sering
kali berusaha untuk mementingkan diri sendiri (conflict of intrest). Dua hal ini cara
penyelesaiannya harus dengan pendekatan yang berbeda, agar kinerja perusahaan dapat
meningkat. Persoalan yang pertama ini menyangkut persoalan stewardship theory, yaitu manajer
diberikan kewenangan yang lebih besar, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Sedangkan
persoalan yang kedua ini merupakan persoalan agency theoty, maka penyelesainnya banyak
memerlukan biaya (agency cost). Ini perlu perangkat untuk menjadikan perusahaan dengan tata

kelola yang baik (Good Corporate Governance).
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Corporate governance. Belum ada definisi yang baku tentang corporate governace
(Anand 2008), ada yang mendefinisikan perlindungan terhadap investor (shareholder) saja
(definisi sempit atau perspektif konvesional), sehingga ini dapat dipahami sebagai suatu
mekanisme yang menjamin agar para penyedia modal (investor dan kriditor) akan memperoleh
pengembalian atas dananya yang tertanam dalam perusahaan (Shleifer dan Vishny, 1997).
Namun demikian ada yang mendefinisikan sebagai perlindungan pada seluruh pemangku
kepentingan (stakeholder), ini definisi yang lebih luas (perspektif kontemporer), sehingga
merupakan suatu jaringan antara perusahaan dengan seluruh yang terlibat dalam perusahaan,
yaitu pemilik saham, karyawan, pelanggan, pemasok dan masyarakat, dimana semua pemngku

kepentingan ini tidak ada yang dirugikan (Rezaee 2007; Solomon 2007; Anand 2008).

Dari berbagai pendapat diatas, maka corporate governance merupakan suatu system yang
terkait antara struktur dan mekanisme dalam mengendalian manajer organisasi, yang dilakukan
oleh dewan pengawas. Tujuannya agar manajer melakukan prinsip-prinsip sebagai berikut:

(Komite Nasional Kebijakan Governance /KNKG, 2006):

1. Transparansi (fransparency); yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang
matrial, relevan mudah diakses, dan mudah dipahami oleh memangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (accountability), perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian perusahaan harus dikelola
secara benar dengan parameter yang baku, sehingga kepentingan perusahaan dan
stakeholder terjamin.

3. Responsibilitas (responsibility), perusahaan harus mematuhi perundang-undangan yang
berlaku dan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya agar
terpelihara kesinambungan usahanya.

4. Independensi (independency), perusahaan harus dikelola secara independen, agar masing-
masing organ perusahaan tidak saling merasa dominan,dan perusahaan tidak dapat
diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan kesetaran (fairmess), perusahaan harus senantiasa memperhatikan

kepentingan stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Dengan lima prinsip diatas, corporate governace merupakan suatu kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melalui supervisi dan monitoring kinerja
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manajemen, agar manajemen lebih terbuka terhadap shareholder dan stakeholder lain dengan
mendasarkan pada peraturan yang ada (Keasey dan Wright, 1997), sehingga corporate
governance merupakan cara untuk meyakinkan para investor, bahwa investor dapat mengontrol
manajemen dalam mengambil keputusan demi meningkatkan kinerja perusahaan (Shleifer dan
Veshny, 1997. Dengan demikian corporate governance dapat digunakan untuk mengendalikan
perilaku manajer perusahaan selaku pengelola agar dapat bertindak lebih terbuka, tidak hanya

untuk kepentingan dirinya tetapi juga untuk kepentingan investor.

Reaksi Investor. Reaksi investor terhadap implementasi corporate governace sangat
positip, hal ini didasarkan pada pelajaran dari masa lalu, dan pemenuhan harapan dimasa yang

akan datang (Warsono, Amelia dan Rahajeng, 2009).

Pelajaran dari masa lalu berupa serangkaian kegagalan korporasi akibat ketidak
perduliaan terhadap corporate governance, dan langkah-langkah perbaikan yang dilakukan
banyak pihak yang terkait dengan implementasi corporate governance. Semua ini untuk
mencegah risiko kegagalan yang lebih besar, karena banyak pelanggaran dilakukan terhadap best
practices (Solomon. 2007). Kegagalan masa lalu banyak terjadi, suatu contoh di negara maju
seperti Amerika, karena domonasi kekuasaan berada pada satu individu yang berarti terjadi
rangkap jabatan antara dewan direksi (board of director) dengan direktur eksekutif (chief
executuve officers), dewan direksi tidak ada yang independen, sedang di negara berkembang
pemegang saham mayoritas yang tidak memperhatikan pemegang saham minoritas (Warsono
dkk, 2009). Di Indonesia, misalkan pada sektor perbankan, pada awal tahun 2000 an banyaknya
bank-bank dilikuidasi yang mengakibatkan pemerintah harus membailout dari APBN. Ini semua
sejarah kegagalan korporasi yang disebabkan tidak adanya implementasi corporate governance

dengan baik.

Agenda corporate governance di masa akan datang mencakup usaha tujuan jangka
panjang, yaitu pencapaian tujuan para pemangku kepentingan, tidak sekedar pencapaian tujuan
para pemegang saham (Luo. 2007). Ini perlu langkah-langkah penataan sistem corporate

governance yang meliputi struktur dan mekanismenya.

Stuktur corporate governance adalah jenjang yang harus ada dalam organisasi, yang

meliputi dewan direksi (board of director), pejabat eksekutif (chief executive officers), dewan
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komesaris (board of commisioners/committees), auditor, dan shareholders/stakeholders. Yang

mempunyai fungsinya adalah (KNKG, 2006)

1. Dewan direksi tugas utamanya adalah memberi perhatian secara berpengelolaan perusahaan
dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Jadi disini sifatnya pengawasan pada operasional

perusahaan.

2. Pejabat eksekutif bertugas untuk memimpin keseluruan aktivitas dengan sebaik-baiknya, dan

bertanggung jawab terhadap dewan direksi.

3. Dewan komisaris berfungsi nsebagai penasihat, memberi saran, pendapat dan masukan.
Dewan komesaris mempunyai posisi yang berbeda antara paham Anglo Saxon, dan paham
Kontinental (termasuk Indonesia) Anglo Saxon, dewan komesaris dalam one tier system yaitu
hanya mengenal satu dewan dan antara dewan direksi serta pimpinan eksekutif menjadi satu.
Kontinental, dewan komisaris dalam two tier system (board), disini ada dua badan terpisah
antara dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi bertugas mengelola dan mewakili
perusahaan dalam pengawasan dewan komisaris.

4. Auditor mempunyai tugas sebagai pengendali dalam pelaksanaan tugas direksi, agar dapat
menjaga kekayaan dan pencapaian kinerja dengan baik, serta memenuhi peraturan perundang-
undangan.

5. Pemangku kepentingan, dimana semua stakeholder harus mendapatkan manfaat yang optimal

Sedangkan mekanisme corporatye governence adalah bagaimana memfungsikan
struktur tersebut diatas dengan pedoman best practices yang menjadi acuan, misalkan bagai

mana komposisi dewan, komposisi shareholder, audi independen.

Mekanisme Dan Praktik Good Corporate Governance. Salah satu cara yang paling
efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan
pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian
yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk
mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Lebih jauh Shleifer
dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme
yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal

perusahaan memperoleh pengembalian atau refurn dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer,
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atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian

terhadap manajer.

Berdasar kajian diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua tipe mekanisme yang dapat
membantu menyelesaikan konflik antara owner dan manajer, dan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham minoritas. Mekanisme pertama dengan mekanisme internal
antara lain dengan  struktur kepemilikan, kompensasi eksekutif, dewan komisaris, dan
pengungkapan laporan keuangan, sedangkan tipe kedua dengan mekanisme eksternal antara lain

dengan komisaris independen, kepemilikan publik, dan kualitas audit.
a. Mekanisme Internal.

Makanisme internal sangat biasa (seringkali) diproksi dengan lima variabel, yaitu
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, besaran dewan komisaris, kompensasi

eksekutif, dan luas pengungkapan.

Kepemilikan Manajerial. Kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh motivasi manajer
perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan kinerja keuangan yang berbeda, seperti
antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai
pemegang saham. Hal ini sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan dalam dua kriteria: (a)
perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik (owner-manager); dan (b) perusahaan yang
dipimpin oleh manajer dan non pemilik (non owners-manager). Dua kriteria ini akan
mempengaruhikinerja perusahaan, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan
kebijakan dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam perusahaan yang mereka kelola.
Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak

manajemen cenderung mempengaruhi kinerja perusahaan.

Pemikiran ini didukung hasil penelitian Morck et al. (1988), Warfield et al. (1995);
Gabrielsen, et al. (2002). Hasil penelitian ini memberikan simpulan bahwa perusahaan yang
dikelola oleh manajer dan memiliki persentase tertentu saham perusahaan dapat mempengaruhi
peningkatan kinerja perusahaan. Di samping itu Jensen dan Meckling (1976) mengatakan,
kepentingan manajer dan pemegang saham dapat diselaraskan bila manajer memiliki saham

perusahaan yang lebih besar.
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Kepemilikan Istitusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk
mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif, sehingga mengurangi
tindakan manajemen melakukan manipulasi. Dengan demikian proporsi saham tertentu yang
dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses pengawasan terhadap manajemen agar

bertindak sesuai kepentingan pihak manajemen.

Pemikiran ini didukung hasil penelitian Rajgopal et al. (1999), Bushee (1998), Rajgopal
dan Venkatachalam (1998). Simpulan hasil penelitian mereka secara keseluruhan adalah
kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mempengaruhi tindakan manajemen agar
sesui dengan kepentingan investor. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan
menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh

jumlah saham perusahaan.

Besaran Dewan Komisaris. Jumlah dewan komisaris adalah faktor yang penting dalam
efektivitas dari anggota dewan komisaris. Melalui peranan dewan dalam melakukan fungsi
pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, dewan komisaris dapat
memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan
yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Namun
demikian, dalam literatur belum memberikan konsensus berkaitan hubungan antara jumlah
dewan komisaris dan efektivitas (Chtourou et al. 2001). Jumlah dewan komisaris yang besar
akan mengurangi fungsi efektivitas tapi lebih mudah untuk pengendalian dewan direktur (Jansen
1993). Di sisi lain, jumlah dewan komisaris yang besar menciptakan hubungan lingkungan yang

lebih baik dan lebih ekspert.

Kompensasi Eksekutif. Manajer akan termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan
ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun
kontrak kompensasi (conflic of interest), dengan demikian masalah yang muncul adalah perilaku
oportunistik dari manajer, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimumkan kesejahteraannya

sendiri yang berbeda dengan kepentingan principal.

Untuk meminimalisir perilaku manajemen yang oportunistik, pemberian tingkat
kompensasi akan membantu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemilik, sehingga

tingkat kompensasi eksekutif akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
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Luas Pengungkapan. Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses
informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Penelitian
Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan antara asimetri informasi dengan manajemen
laba. Ketika asimetri informasi tinggi, stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukupuntuk
mengakses atas informasi yang relevan guna memonitor tindakan manajer, dimana hal ini

memberikan kesempatan atas praktek manajemen laba.

Tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu pemegang saham
memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Peningkatan informasi dalam
pengungkapan laporan keuangan akan menurunkan asimetri informasi. Dengan demikian,
peningkatan pengungkapan akan mengurangi = manajemen laba, hal ini dikarenakan
berkurangnya asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham dan pengguna

laporan keuangan lainnya.
b. Mekanisme Eksternal

Mekanisme eksternal dalam penelitian ini diproksi dengan tiga variabel, yaitu komposisi

komisaris independen, kualitas audit, dan kepemilikan publik.

Komisaris Independen. Salah satu aspek dari efektivitas corporate governance adalah
pengakuan kepentingan tertentu dari manajemen dan kepentingan lain dari perusahaan yang
berbeda, sehingga komisaris independen memainkan peranan penting dalam situasi tersebut
(Cadbury Committe 1992 dalam Chtourou 2001). Fokus pada komisaris independen berdasar
pada teori agensi (Fama dan Jensen 1983) bahwa fungsi komisaris independen lebih kritis dalam

perannya.

Komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan
mempunyai kecenderungan mempengaruhi kimerja perusahaan. Pemikiran ini didukung hasil
penelitian Dechow et al. (1996), Chtourou et al. (2001). Hasil penelitian ini memberikan
simpulan bahwa perusahaan yang memiliki komposisi anggota dewan komisaris yang berasal

dari luar perusahaan dapat mempengaruhipeningkatan kinerja perusahaan.

Kualitas Audit. Mekanisme pengendalian lain dari praktek corporate governance yang akan

mengurangi perilaku menyimpang dari manajemen adalah menggunakan auditor yang
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berkualitas. Silvia dan Sidharta (2005) menemukan kualitas audit mempunyai pengaruh negatif

yang signifikan terhadap penyimpangan manajemen.

Kepemilikan Publik. Kepemilikan saham oleh publik merupakan mekanisme kontrol
perusahaan oleh eksternal. Proporsi saham yang dimiliki oleh publik mengindikasikan lebih
banyak pihak yang berkepentingan dengan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu
dengan semakin tinggi proporsi saham dimiliki oleh publik akan membatasi fleksibilitas manajer

dalam melakukan conflic of interest.

Kinerja perusahaan. Agar pembicaraan dapat fokus dan tidak melebar, maka kinerja
perusahaan hanya dibatasi kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan (financial
performance) merupakan informasi yang menyoroti tentang returnmaket (Imam dan Malik,

2007; Klaper dan Love, 2002) dan  profitabilitas perusahaan (Kim dan Rasih, 2010).

Return market merupakan harapan investor dalam memperoleh keuntungan dari nilai
perusahaan dipasar modal, ini juga dapat diartikan sebagai pengawasan eksternal perusahaan.
Retun market seringkali menggunakan parameter Tobin’s q dan analisis ini dapat digunakan oleh
investor dalam menentukan eksekusi kapan mebeli dan kapan melepas sahamnya. Hal ini
diarenakan analisis Tobin’s mengindikasikan sebagai berikut, apabila q=1 menunjukan nilai
pasar perusahaan sama dengan nilai buku, g>1 menunjukan nilai pasar perusahaan lebih tinggi

dari nilai buku, saat ini investor dapat menjual sahamnya dan apabila q<1 sebaliknya.

Profitabilitas merupakan laporan utama yang disajikan dalam laporan keuangan, dan
akan digunakan untuk membuat kibijakan (Lev, 1989). Denagn demikian kinerja keuangan
khususnya yang menyangkut tentang keuntungan harus dicermati oleh pemakai laporan

keuangan dengan baik, agar interprestasi dapat dilakukan dengan akurat.

Kelemahan dalam informasi laporan perhitungan laba sering didasarkan pada metode
akrual basis, dan ini akan mudah bagi manajemen untuk melakukan rekayasa dengan tujuan
oportunistik (Scott, 2000). Maka disini perlu manajemen laba yang baik yang tidak melakulan
manipulasi perhitungan laba, yang akhirnya tidak merugikan stekeholders (Healy dan Wahlen,
1999). Dari hasil temuan empiris menunjukkan bahwa implementasi corporate governence akan
meningkatkan profitabilitas perusahaan, yang biasanya diukur dengan return on assets (ROA),

return on equity (ROE) dan return operasional perusahaan yang lain.
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KESIMPULAN

Hasil secara empiris menyimpulkan bahwa corporate governance akan memberikan
kontribusi yang positif bagi perusahaan, hal ini menunjukan bahwa perusahaan yang good
corporate govarnance akan menghasilkan profit yang lebih tinggi, memiliki risiko bisnis yang
lebih rendah, dan menuai kembalian (refurns) saham yang lebih tinggi dibandingkan dengan bad
corporate governance (Brown dan Caylor. 2004).

Praktik corporate governance yang di implementasikan dalam perusahaan pada negara
berkembang akan berpengaruh sangat kuat terhadap kinerjanya, ini termasuk di Indonesia
(Black at. al 2003). Hal ini disebabkan banyaknya variasinya dalam praktek corporate
governance di negara berkembang. Selain itu pelaksanaan corporate governance di Negara
berkembang lebih bervariasi, karena negara tersebut memiliki lingkungan hukum lemah

(Durnev dan Kim, 2002)

Perusahaan dengan corporate governance yang baik seharusnya mempunyai mekanisme
pengawasan yang baik, sehingga perusahaan dapat beroperasi lebih efisien dan akhirnya akan
meningkatkan kinerjanya (Fuerst, 2000). Dalam perkembangan selanjutnya isu corporate
governance menjadi semakin penting karena secara subtansi kegiatan ekonomi di kelola dan
dilaksanakan melalui korporasi (Lukviarman, 2005). Dengan demikian praktik corporate

governance dapat diterapkan pada seluruh kegiatan perusahaan.
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BEST PRACTICES CORPORATE GOVERNANCE

Sebagai sebuah sistem, CG terdiri dari serangkaian aktivitas yang dimaksudkan untuk

mencapai tujuan, yaitu memberi nilai tambah perusahaan sebagai entitas ekonomi sekaligus

entitas sosial. Tabel berikut ini menyajikan contoh 10 best practices yang lazimnya berlaku di

CG

No. | Best Practices

01. | Ketua dewan harus independen, dan jumlah anggota den'an direksi yang independen
lebih banyak dibanding anggota deu'an direksi yang berasal dari internal perusahaan.

02. | Komite audit harus berisi individu-individu independen yang memiliki kemampuan dan

kemauan unfuk memahami  secara penuh akuntansi  perusal-raan  dan sistem
pengendalian internal perusahaan. Komite ini bertanggungjawab untuk mcnetapkan dan
menentukan kompensasi auditor eksternal yang memberi jasa audit maup-run jasa non-

audit.

03.

Perusahaan harus menetapkan prosedur yang efektif bagi para pemangku kepentingan
untuk berkomunikasi dengan dewan direksi maupun partisipan-partisipan lainnya yang

terlibat aktif dalam implementasi CG.

04. | Dewan direksi harus mengetahui informasi yang dibutuhkan dari memperoleh informasi
tersebut dari pihak internal perusahaan agar dapat memonitor secara tepat kinerja
manajemen.

05. | Perusahaan mengembangkan, mensosialisasikan dan memantau secara kontinyu standar

kode etik yang berlaku untuk semua pihak di perusahaan.

06.

Perusahaan memiliki dokumentasi tertulis yang memberi perlindungan memadai bagi

pelapor kecurangan (whisleblowers).

07.

Skedul pelaksanaan rapat urnum pemegang saham ditetapkan dan disampaikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan dalam kurun waktu yang cukup longgar, tidak terlalu

dekat dengan tanggal pelaksanaan.

08. | Perusahaan menjalankan program pelatihan karyawan yang meliputi antara lain topik
tentang kepatuhan hukum, etika, dan pelestarian lingkungan alam.

09. | Perusahaan menyampaikan secara sukarela berbagai informasi penting kepada para
pemangku
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kepentingan melalui media yang mudah diakses.

10. | Perusahaan memiliki kebijakan tertulis yang memberi prerlindungan yanq wajar kepada

para pemangku kepentingan minor.
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